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LEGISLASI

Kedaruratan Tidak Boleh Digunakan Sewenang-wenang

JAKARTA, KOMPAS — Undang-
Undang Nomor 23 Prp Tahun
1959 tentang Penetapan Ke-
atlaan Bahava dinilal tidak se-
laras lagi untuk diterapkan da-
lam sistem demukrasi miklern,
DPR terbuka untuk mengeva-
Juasi dan merevisi regulasi vanyg
sudah berunur 67 tabun itu.

Disakan revisi il lermual
dalam permohonan gugatan wji
mialert Undang-Undang Nomor
23 Prp Tahun 1939 vang di-
ajukan scjumlah mahasiswa da-
ri Fakultas Hukum Universibas
Indanesia ke Mahkamah Ken-
stitusi. Pary pemohon mendlai
schagin pasal vang tercantuim
paa regulast iy menciplakan
ketidalepastian hukum.

Hal ilu berisika merugikan
hak konstitusional para peto-
hon dlam warga negara vang di-
wajibkan tunduk pada selurub
perintah presiden selaku pe-
ngvasa darurat. Untuk itu, MK
diminta memermtahkan DIR
untuk merevist UL tersebut
(Kompas.td, 1/5/2026),

"Komisi [ DR RI senantiasg
terbuks terhadap evaluasi re-
gulasi vang dianggap sudah ti-
dak sesuai dengan kebuluban
masyirakat  maupun. prinsip
konstitust,” kata Wakil Retus
Komisi 1'DPR Dave Laksono
menanggap adanya fugatan ity
lewat keterangan- tertulisiya,
Mingu (3/5/2026).

Menurut Bave, peraturan it
terlahir dalam konleks sejarah
dan kebutuhan Jeqmanan ng-
siotl pada masa ladn-Adapun
fugatan sejumlsh . mahasiswa
berkait peraturan it menjadi
hgian dlari dlinamika demikrs-
q yang sehat Karema it ia
membuka ruang dislog dengin
masyarakat demmd menghasilkan
solusi vang konstruktil ferkait
kebijakan kedaruratan,

“Komisi [ PR herkomitmen
untuk memastikan babwa se
tiap hebijakan terkait keadaan
biahava atau kedarueatan tetap
berlandaskan pada prinsip de-
mokrash,  akuntabilitas, serta
penghormatan  terhadap  hak

azsi manusia,” kata Dave,

Dihubungl secar Lerpisah,
angeota Komisi 1 DR dani
Fraksi PO Perjuangan, TE 1a-
sanuddin, sepakat dengan per-
lunya [anghah revisi UL Ler-
sebut, Namun, i menekankan
agr regulast lerkail kedarural-
an tidak digunakan secars se-
L‘-'{'J'I.i'll'l_!.f-Wl'J'lHJ'Ij{

"Artinyabegind, kala UU
keacdaan Duarurat il dipakal se-
wenang-wenang, tentu akan
mehgkhawativkon, Tetapl, ka-
lau dipakai untuk kepentingan
publik. UU ini akan bermakna
pasilil” halanya,

Suat dilwbungi secara ter-
pisah, Dominigue Nicky Eib-
vizal, peneliti Departemen Po-
litik dlan Perubahan Sosial Cen-
ter for strategic and Interna-
tional Studies, menyatakan, re-
visi UL itu sangat mendesak.
Sederet pasal yang termuat da-
lam peraturan itu sudah tidak
sejalan dengan ekosistem de-
mokrasi modern. Terlebih lagi
peraturan 1t disusun ketika

negara ini mengalami gejolak
politik dan belum sepenubnya
stabil setelah masa perang

la menyoroli otoritas penuh
vang dipegang seorang presiden
untuk mengendalikan siluasi
darurat, Ketiadaam mekanisme
pengawasan  yang  dilakukan
DFR bisa menimbulkan penya-
lthpunaan wewenang,

"Subyektivitas presiden atau
penguass dalam  menentukan
situasi darurat lebih besar dari-
pada obyektifva, Interpretasi
pemnimpin menjali vany utama
dibandingkan dengan Kriteria
ohwektil soal kedaruratan. Ke-
tika subvektivitas menjadi vang
ulama, aluran i bisa diss-
lahpumakan,” katanya,

bl penetapan kedarurat-
L, menat Nicky, negara-ne-
gard demakrasi modern sudsh
banvak vang memutakhickan
nya. Unsur demikrasi dima-
slikkan dengan melibathan par-
lemen untuk mengawasi pene-
rapant keadaan darural.
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